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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat

rahmat dan hidayah-Nya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam memuat

rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius

yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan

lingkungan yang berlangsung pesat dan terns berubah sesuai dengan perkembangan dan

tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan

tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap

memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target

dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempumaan kebijakan, program dan

kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan

terlibat dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Rancangan Akhir Renja ini bermanfaat bagi pihak

yang berkepentingan.

..,-...  Batam, Juli 2024

Pengelolaan
t Daerah Kota
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat

Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun

2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen

resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani

antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan

Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam

penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah

Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu

tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan

forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan

renja perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota
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melaksanakan fimgsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan

fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang

akuntansi dan pelaporan dan bidang aset;

b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, bidang

perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang aset;

c.pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang

akuntansi dan pelaporan dan bidang aset;

d.pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah

dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda

pemerintahan daerah di Kota Batam.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam disusun dengan tujuan

mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintah Yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1.Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

2.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata Kelola yang baik dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Batam dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4421);
2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara

RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7.Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4855);

8.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9.Peraturan Pemerintah Nomor  12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86 Tahun 2017, tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13.Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;

14.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun

2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

15.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan
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Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

16.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi

Kepulauan Riau: (7,44/2021));

17.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor

Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);

18.Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan

tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam antara lain:

a.Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam tahun 2025;

b.Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun

2025, meliputi:

BAB IPENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

1.2Landasan Hukum

1.3Maksud dan Tujuan

BAB IIHASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

2.2Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3Program dan Kegiatan
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP
5.1Catatan Penting

5.2Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3Rencana Tindak
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BAB II

HASIL EVALUASIRENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal,

yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan,

dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan

uraian penjelasan sebagai berikut:

1.Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target 100%

mencapai realisasi sebesar 100 %;

2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah dari target tepat waktu dengan realisasi tepat

waktu;

3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target 100 % mencapai 100%.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah s/d Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ink
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
>. ..•. ,i . , , .

2 J.I Tingkat Kinerja Perangkat Daerah••-•••

BPKAD Kota Batam yang berfungsi sebagai pengelola keuangan dan pengelola aset

daerah mempunyai tujuan utamanya adalah Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset

Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sehinggga dalam tujuan tersebut Badan Pengelolaan

Catatan

Analisi

s

100%

100%

Tepat

Waktu

100%

WTP

2026

100%

100%

Tep

at

Wak

tu

100%

WTP

2025

Proyeksi

2024

100%

iii- ] i.

•v-1:. i

100%

Tep

at

Wak"

tu

100%

WTP

2023

Realis

asi

: Capai

an

100%

100%

Tep

at

Wak

tu

100%

WTP

2026

100%

100%

Tep

at

Wak

tu

100%

WTP

2025

100%

(" •

100%

Tep

at

Wak^

tu

100%

WTP

2024

100%

100%

Tep

at

Wak

tu

100%

WTP

2023

Target Renstra Perangkat

Daerah

Persentase

penurunan

masalah

penilaian dan

pengakuan aset

Presentase

laporan

OPD yang

lengkap

sesuai SAP

Ketepatan

waktu dalam

penetapan

Dan pelaporan

APBD

Indeks

Kepuasan

terhadap

layanan

Kesekretarisan

Opini BPK

Indikator

tujuan/sasaran/p

rogra

m/kegiatan/sub-

kegiatan

I
V

III

II

X

No

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun

2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.,

;Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam



2.3.2Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi

daerah;

2.Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat;

3.Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan

pemerintah pusat;

4.Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai

dengan kondisi yang ada untuk tahun ke depan;

5.Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di

bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan

secara keseluruhan;

6.Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM

yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi

SIPD;
7.Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih

kurang;

8.Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu

ditingkatkan, baik dari kebutuhan barang dan pemeliharaan;

9.Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Batam masih ada yang belum memiliki status

yang jelas, belum tercatat dan belum terpelihara dengan baik;

10.Sistem pengaturanpenyimpanan dokumen kea^sipaft fflasih kurang tertata dan sarana

penyimpanan yang lebih memadai.

2.3.3Peluang dan Tantangan

Keuangan daerah merupakari urat nadi bagi berjalannya roda pemerintahan daerah, hal

ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut dibutuhkan pendanaan

sebagai input bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itu

pengelolaan keuangan harus dikelola secara transparan dap akuntabel. Adanya pemisahan

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi dua lembaga yaitu Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah menjadi tantangan

tersendiri untuk melakukan sinergi secara internal sel^ku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD).

i•, ' p:vid;:p.i : i: "',    ;.;; :. i;

J ,19.if^ADA^PENGELOLAANKEUANGANDANASFrDAERAHKOTABATAM

^ .i       ^ri i.h <l\] '„-::    . •;;;,:." a

^i ".:. tun i-:; i v,;, <:.     .    riv  i

Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menargetkan untuk setiap Tahun mendapat Opini WTP

dari BPK.



APBD sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan merupakan dokumen sentral

yang memiliki fungsi perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Oleh karena itu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan APBD cukup

banyak yaitu DPRD sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, Eksekutif yang terdiri

dari Walikota dan Wakil Walikota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD

selaku Pengguna Anggaran. Banyaknya pemangku kepentingan dalam proses penyusunan

APBD menjadi tantangan dalam mensinergikan peran masing-masing sehingga penyusunan

APBD dapat dilakukan sesuai dengan tahapan dan dapat ditetapkan secara tepat waktu.

Tantangan dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kebijakan

pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual guna meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah, serta pengembangan sistem pengendalian internal.

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa peluang

yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan sehingga tantangan yang ada dapat diatasi, di

antaranya adalah pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1)Penyusunan Kebijakan keuangan daerah;

2)Penyusunan APBD;

3)Melaksanakan fungsi BUD;

4)Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;

3)Melaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan kewenangan tersebut BPKAD dapat berperan dalam sinergitas pengelolaan

keuangan daerah terutamadengan SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

Kemudian, peluang lainnya adalah Kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat

yang ditandai dengan pertumbuhan nilai APBD yang terus meningkat, hal ini memberikan

peluang bagi BPKAD Kota Batam ijptuk teru^ menge^bsngkan sistem pengelolaan keuangan

daerah baik dalam peng^mbangan regulasi, sarana^rasarana termasuk teknologi informasi,

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDN^) peijgelola keuangan daerah.

Pertumbuhan pembangunan di Kota Batam yhngwukup pesat baik dibidang ekonomi

infrastruktur, termasuk pertumbuhan pemukiman dari perumahan dapat memberikan peluang

untuk menggali potensi pendapatam daerah termasuki pendapatan dari retibusi pemanfaatan

sewalahanfasos/fasum. i.,aiif-mi nii,;ti;    ,,:  \i

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - isu Penting/Strategis Peldyanan yang adadi tjadan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikutf "    i:''s

,^i i;: i sis v:M: ;^ hy ' . . '•]':.   h

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga

memerlukan pehyesuaian dalam implemeritasihya;' "a"'

r,s.. ••::  J ,j,g.i ".iirvv-      '     y. •'; I:
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2.Kompentensi dan kualitas SDM terbatas; _  _ _ _ •__

3.Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

4.Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga

berimbas pada konsistensi dan singkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan

DaeraH;  —- —-— - ' -—

5.Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah~yang belum menyeluruh dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  : :

2.4  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ^ "~Z I   ~.~~ :

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat

disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:      ::~ -
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(6)

Catatan

(5)

Besaran/

Volume

HIL

(4)

Indikator

Kinerja

NI

(3)

Lokasi

(2)

Program/

Kegiatan

(1)

No

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga

mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat

disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari Tingkat kelurahan sampai dengan

Tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam benipa pokok-pokok pikiran DPRD yang

merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik

secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terdapat usulan Musrenbang hal

tersebut dikarenakan BPKAD berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah   : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan

sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah

"Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerih yang efektif, efisien dan akuntabel".
l1 -ii<,   ,i 21;05  •.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-21)2,6 adalah sebagai berikut:

1.Optimalnya kualitas layanan ^endukung pengeleuggaraan urusan pemerintah daerah;

2.Meningkatnya kualitas sumber daya ^anu^a gang profesional dalam pengelolaan

^.':

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, maka dalam menyusun program

kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional "Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi",

sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam

Tahun 2025.

Keterangan

APBN

APBN

APBN

APBN

Sumber

Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi

Politik dan Demokrasi

Keamanan dan Ketertiban

Kepastian dan Penegakan Hukum

Kebijakan Nasional

4.

3.

2.

1.

No

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan Upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan

dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan

ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia

tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi

ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada

pada tahap jangka menengah yang ke- lima yang arahnya digariskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional
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60%

97%

waktu

Tepat

100%

WTP

Target

2025

penilaian dan pengakuan aset

Persentase penurunan masalah

leii^^ka^ sesuai SAP   •'
Persentase laporan OPD yang

i ^a :.^'.-                    ;

•  D;;:::;.. ;       :         .1

i.:. ti •;!.:' U  '

•::i::tiJa !".:•:      r:.

APBD

penyusunan dan  pelaporan

Ketepatan waktu dalam

kesekretariatan

Indeks kepuasan terhadap layan:

Opini BPK

Indikator Tujuan/ Sasaran PD

-•

.n   . i!

"• •

dan akuntabel

kelola yang baik

mewujudkan tata

aset daerah untuk

keuangan dan

pengelolaan

dalam

yang profesional

daya manusia

kualitas sumber

Meningkatnya

daerah

pemerintah

urusan

penyelenggaraan

pendukung

kualitas layanan

Optimalnya

efisien dan akuntabel

aset daerah yang efektif,

kelola keuangan dan

Meningkatkan tata

Tujuan/ Sasaran PD

keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata Kelola yang baik dan akuntabel.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan

pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 mengacu

pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah



3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi

misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2021-2026. Perumusan

program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian misi Kota Batam tahun 2021-

2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target cap;aian tiap

tahun yang hams dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut:

1.Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-Administrasi Umum Perangkat Daerah

-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah'

2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

-Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

-Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

-Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

-Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup

Keuangan Daerah

3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

-Pengelolaan Barang Milikua; \ :~k.x'"~~"v:

ai i4., l'oti.3.-. ••:".;
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PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

DANA
TRANSFER
UMUM, DAU

Snmber Dana

16.200.000,00

700.970.000,00

130.448.000,00

788.519.000,00

50.730.000,00

2.643 J33.000.00

565.670.500,00

565.670.500,00

23.423.006.736,00

23.423.006.736,00

29.159.508.256,00

87.183.358.958,00

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatlf
<Rp.)

2 Dokumen

7 Paket

4 Paket

9 Paket

4 Paket

100%

40 Orang

100%

80
Orang/bula

n

100%

100%

Target
Cspaian
Kinerja

Kota Batam,
Batam Kota,
Teluk Tering

! .,.: . i

Kota Batam,
Batam Kota,

iTeluKTering

'Kota Batam,

Batam Kota,
Teluk Tering

Kota Batam,
Batam Kota,
Teluk Tering

Kota Batam,
Batam Kota,
Teluk Tering

Kota Batam,
Batam Kota,
Teluk Tering

Kota Batam,
Batam Kota.
Teluk Tering

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaanyang .
Disediakan

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Perseniase Penyediaan
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis lmplementasi
Peraturan
Perundang- Undangan

Persentase Administrasi
Kepegawsian
Perangkat Daerah yang
terlaksana

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Persentase Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerahyang terpenuhi

Persentase terpenuhinya
penunjang urusan
pemerintahan daerab

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Komponen
Instalast
Listrik/Penerengan
Bangunan Kantor

Administrasi Umum
Perangkat Da era h

Dimbingan Teknis
lmplementasi Peraturan
Penindang-Undangan

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Dae rah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Adminlstrasi Keuangan
Pcrangkat Dae rah

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEUANGAN

PENUNJANG URUSAN PEMER1NTAHAN DAERAU

Lokasi

Rencana Tahun
2025

Indlkator Kinerja
Program/Kegiatan/Sub

Keglataa

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025

Urusan^ Bidang 1 irus.it/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Tabel 4.1

5.02.01.2.06.06

5.02.01.2.06.05

S. 02.01.2.06.04

5.02.01.2.06.02

5.02.01.2.06.01

5.02.01.2.00

5.02.01.2.05.11

5.02.01.2.05

5.02.01.2.02.01

5.02.01.2.02

5.02.01
5.02
5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:'
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(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN
(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

TAD)
^SLI DAERAH

PENDAPATAN
[PAD)
ASLI DAERAH
ENDAPATAN

IP AD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

Sumber Dana

un 2024

123.400.000,00

139.900.000,00

2.127.640.000,00

55.144.749.356,00

176.320.000,00

182.240.000,00

161.010.000,00

519.570.000,00

302.499.520,00

131.115.500,00

1.277.286.000,0

287.806.000,00

1.696.207.500,00

956.966.000,00

Indlkatif (Rp.)

Kebutuhau
Dana/Pagu

Reneana Tah

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

100%

Waktu
Tepat

200 Unit

4 Unit

4 Unit

100%

12 Laporan

1 Unit

78 Unit

72 Unit

100%

12 Laporan

Kluerj
a

Target
Capaian

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,
Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

1

,,| 1 ! !
', ' . i

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Kota, Teluk Tering
Cota Batam. Batam

Kota, Teluk Tering
Kota Batam. Batam

Cota, Teluk Tering
Cota Batam, Batam

•;-(  Lokasl

yang Disusun
KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan

PPAS yang Disusun
Jumlah Dokumen KUA dan

disusun tepat waktu   „,
Penganggaran yang harus
Persentase Dokumen
dan tepat waktu
Keuangan SKPD lengkap
Menyusun Laporan
Persentase OPD yang
dengan aturan yang berlaku
PPAS serta RAPBD sesuai
penyampalan KUA dan
Ketepatan waktu dalam

Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin

Perizinannya
dibayarkan Pajak dan
yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas

diboyarkan Pajaknya
yang Dipclihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan; .,
Perorangan Dinas atau
Jumlah Kendaraan
layak fungsi
Pemerintahan Daerah yang
Penunjang Urusan
Barang Ml Ilk Daerah
Persentase Pemeliharaan

Kantor yang Disediakan
Jasa Pelayanan Umum
Jumlah Laporan Penyediaan
Disediakan
atau Bangunan Lainnya yang
Prasarana Gedung Kantor
Jumlah Unit Sarana dan

Mesin Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan

Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang
terpenuhi
Pemerintah Daerah yang
Urusan
Milik Daerah Penunjang
Persentase Kebutuhan Barang
SKPD
Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Rapat
Jumlah Laporan

•         •..  ';

Pntgnni/Kcgiatau/Sub
' •       ,   . Kegiatan ,

lndikator Kinerja

KUA dan Perubahan PPAS
Penyusunan Perubahan
Koordinasi dan
danPPAS
Penyusunan KUA
Koordinasi dan
Aaggaran Daerah
Rencana
Penyusunan
Koordinasi dan

DAERAH
KEUANGAN
PENGELOLAAN
PROGRAM

dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Peralatan
Lapangan
DinasOperasional atau
Perizinan Kendaraan
Pemeliharaan. Pajak dan
Pemeliharaan. Biaya
Penyediaan Jasa
Dinas Jabatan
Kendaraan
Perorangan Dinas atau
PajakKendaraan
Pcmeliharaan, dan
Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan Jasa

Daerah
llrusan Pemerintahaa
Milik Daerah Penunjang
Pemeliharaan Barang

Kanlor
Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa
Bangunan Lainnya
Gedung Kantoratau
dan Prasarana
Pengadaan Sarana

danMesin Lainnya
Pengadaan Peralatan

•*

Pengadaan Mebei

Pemerintab Daerah
Penuujang Urusan
Milik Daerah
Pengadaan Barang

KonsultasiSKPD
Rapal Koordinasi dan
Penyeienggaraan

Kegiataa/ SubKegtataa

5.02.02.2.01.02

5.02.02.2.01.01

5.02.02.2.01

5.02.02

5.02.01.2.09.06

5.02.01.2.09.02

5.02.01.2.09.01

5.02.01.2.09

5.02.01.2.08.04

5.02.01.2.07.10

5.02.01.2.07.06

5.02.01.2.07.05

5.02.01.2.07

5.02.01.2.06.09

•Code
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(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

Samber Daaa

293.396.000,00

53.100.000,00

538.884.000,00

682.919.366,00

25.991.660,00

708.911.026,00

385.380.000,00

201.644.000,00

625.893.000,00

651.423.000,00

Iadikatlf
Daaa/Paga
Kebutuhaa

2024

6 Dokumen

1 Laporan

3 Laporan

100%

500 Orang

1 Dokumen

100%

800 Orang

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

Klnerja
C.p.ian
Target

Rnan Tahaa

; :•..: is

i • •  |. i   • •

*\ : li   '  '
Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Lokasl

>.••

Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD
Pertanggungj awaban
Daerah tentang Penjabaran
Rancangan Peraturan Kepala
Kabupaten/Kota dan
Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban
Daerah tentang
Jumlah  Rancangan Peraturan

Daerah yang Terkonsolidasi
Keuangan Pemerintah
SKPD, BLUD dan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan

if         :  •

Triwulanan ^dan Semesteran
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Pertanggungjawaban
Jumlah Laporan

Dlsuaun
Dokumen Pelaporan yang
Persentase Jumlah
Pemerintah Kabupaten/Kota
Penatausahaan Keuangan
Mengikuti Pembinaan
Jumlah Orang yang
dengan Instansi Terkait
atasSP2D
Pemungutan dan Pemotongan
dan Pengeluaran Kas serta
Rekonsiliasi Data Penerimaan
Jumlah Dokumen Hasil
Daerah
Pengelolaaa Perbeadaharaau
Persentase Koordinasi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Penganggaran Daerah
Mengikuti Pembinaan
Jumlah Orang yang

Anggaran
serta Kebijakan Bidang
Jumlah Dokumen Regulasi

APBD
tentang Penjabaran Perubahan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan APBD dan

Penjabaran APBD
Kepala Daerah tentang
tentang APBD dan Peraturan
Jumlah Peraturan Daerah

?'                  i      '

KegiaUu
Fn>gniK/KegiaUn/Sub

Indlkator Kluerja

Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban
Penjabaran
Kepala Daerah tentang
Rancangan Peraturan
Kabupaten/Kota dan
Pelaksanaan APBD
Pertanggungj awaban
Peraturan Daerah tentang
Penyusunan Rancangan
Koordinasi dan
Pemerintah Daerah
Keuangan
BLUDdan Laporan
Keuangan SKPD,
Konsolidasi Laporan
Scmesteran
Bulanan, Triwulanan dan
Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban
Laporan
Koordinasi Penyusunan

Keuangan
Daerah

dan Pelaporan
Pelakwnaan Akuntansl
Koordinasi dan

Kabupaten/Kota
Keuangan Pemerintah
Pembinaan Penatausahaan
dengan Instansi Terkait
Pemotongan atas SP2D
Pemungutan dan
Pengeluaran Kas serta
Penerimaan dan
Rekonsiliasi Data
Perbendaharaan Daerah
Pengelolnan
Koordinasi dan
Kabupaten/Kota
Pemerintah
Penganggaran Daerah
Pembinaan Perencanaan
Anggaran
sertaKebijakan Bidang
Penyusunan Regulasi
Koordinasi dan
APBD
Pcnjabartm Perubahan
Kepala Daerah tentang
APBD dan Peraturan
Daerah tentang Perubahan
Penyusunan Peraturan
Koordinasi dan
Penjabaran APBD
Daerah tentang
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang APBD
Penyusunan Peraturan
Koordinasi dan

Kegiataa/SubKegiataa
Uruwa/ Prog ram/
Urasan/ Bldaag

5.02.02.2.03.05

5.02.02.2.03.04

5.02.02.2.03.03

5.02.02.2.03

5.02.02.2.02.11

5.02.02.2.02.09

5.02.02.2.02

5.02.02.2.01.13

5.02.02.2.01.09

5.02.02.2.01.08

5.02.02.2.01.07

Kate
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(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN
(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN
(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN
(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN
(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

Somber Dana

462.078.000,00

662.171.577,00

101.857.931,00

398.405.262,00

147.858.031,00

2.879.101.346,00

2.879.101.346,00

798.748.500,00

798.748.500,00

50.970.565.830,00

50.970.565.830,00

132.408.000,00
(Rp.)
Indikatif
Dana/Pam
Kebutuhan

2024

1 Laporan

1 Laporan

2 Dokumen

100%

100%

1 Dokumen

100%

1 Laporan

100%

44 orang

Klnerja
Capaian
Target

Rencana Tahua

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,
Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,
Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,
Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,
Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Teluk Tering
Batam Kota,
Kota Batam,

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

.   . u

Lokasl

Daerah
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Barang Milik Daerah dan Hasil
Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Daerah
Pengamanan Barang Milik

Daerah
Inventarisasi (LH1) Barang Milik
Jumlah Laporan Hasil

Penatausahaan Barang MilikDaerah
Jumlah Laporan

Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang

Jumlah Standar Harga yangDisusun
harus Dipenuhl
Aset/BMD yang
Persentase Dokumen Pengelolaan

pemerlksaan aset yangditindaklanjutl
PersenUse hasil temuan

Bidang Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah
dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi

PemerinUh
ImplementasiSistem Informal!
PersenUse Pengelolaan DaU dan

Dana Daruratdan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

tersedia
PeraenUse dana tldakterduga yang

Pemerintah Kabupaten/Kota    '
dan Pertanggungjawaban
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan1
Jumlah Orang yang Mengikuti

KeglaUn
Prog ran/Keg iaUn/Sub

Indlkator Klnerja

Milik Daerah
Penilaian Barang
Daerah
Barang Milik
Pengamanan

Milik Daerah
Inventarisasi Barang
Daenih
Barang Milik
Penatausahaan

Daerah
Barang Milik
Kebutuhan
Perencanaan
Penyusunan

StandarHarga
Penyusunan
Daerah
BarangMUik
Pengelolaan
DAERAH
MILIK
N BARANG
PENGELOLAA
PROGRAM
Daerah
Bidang Keuangan
Pemerintah Daerah
Si stem Informasi
Pemeliharaan
Implementasi dan
Daerah
Keuangan
Lfngkup
Daerah
Pemerintah
Informasf
Slilem
ImplemenUal
DaU    dan
Pengelolaan
Mcndesak
Dana Daruratdan
Pengelolaan
Daerah
Keuangan
Pengelolaan
Kewenangan
Penunjang Uruian
Kabupaten/Kota
Pemerintah
Pertanggungjawaban
dan
Akuntansi, Pelaporan
Pembinaan

Kcgiatau
KeglaUa/ Sub

Profran/
Untsan/

Urasan/ Bidang

5.02.03.2.01.08

5.02.03.2.01.07

5.02.03.2.01.06

5.02.03.2.01.05

5.02.03.2.01.03

5.02.03.2.01.01

5.02.03.2.01

5.02.03

5.02.02.2.05.02

5.02.02.2.05

5.02.02.2.04.09

5.02.02.2.04

5.02.02.2.03.11

Kadc
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(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

(PAD)
ASLI DAERAH
PENDAPATAN

SamlwrDana

35.693.848,00

181.602.000,00

456.360.000,00

DaM/PaguIadlkatir
(Rp.)

Kebutuhan

1 Laporan

1 Dokumen

1 Laporan

CapalanKI
aerja

Target

Reneami Taban 2024

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

t::i:.i, ,j.

'"!:'.~:  '

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

••l

Teluk Tering
BatamKota,
Kota Batam,

Lalra^

yang Disusun
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemusnahan, dan
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Optimalisasi Penggunaan,'
Jumlah Dokumen Hasil

Milik Daerah
Pengendalian Pengelolaan Barang
dan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

::/.r   }••:•
\> ,i:   ... '&:   '•'• \ \K;

Progr*m/Keglataa/Sib Kcgiataa
IndHrator Klnerja   ^

Milik Daerah
Laporan Barang
Penyusunan
Daerah
Barang Milik
dan Penghapusan
n, Pemusnahan,
Pemindahtangana
Pemanfaatan,
Penggunaan,
Optimal isasi
Daerah
Barang Milik
Pengelolaan
Pengendalian
Pengawasan dan

Kcgiataa
Kegiaia^Sub

Progra^
Urasaa/

Uraaaa/ BMaag

5.02.03.2.01.12

5.02.03.2.01.10

5.02.03.2.01.09

Kada

^r-^••^
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BAB V

PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi

dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025. Perubahan Rencana

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam

penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran

APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

sebelumnya sampai Triwulan II.

5.1Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan

penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1.Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Batam pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara

baik;

2.Optimalisasi  pencapaian  hasil   pada  pelaksanaan  program/kegiatan  yang

dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam harus ada

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program

maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

5.2Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka d^ampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa

dengan ditetapkannya renja ini, maka:.    ,..,^_.,

1.Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam {ten^iusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;;*-''^

r }-:. T. la:
2.Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja PD.



5.3  Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi

yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya

yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang

berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah

direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan

tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya

target yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai acuan

dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat

ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang

berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan

penyesuaian sebagaimana mestinya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah antara lain:

1.Penggunaan anggaran APBD Kota Batam se-efektif mungkin dan tepat sasaran;

2.Perlunya monitoring dan evaluasi  dalaim implementasi  Rencana Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan! Aset Daerah Kota Batam yang telah diusulkan dan

ditetapkan.i:n j ^tmii:

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan
.'.:7 I, tn\\ T  ..1

kegiatan Tahun 2025.
i, :i   •-:m;::\ T "

i.i,h ^. Rone i. '

lfi'   .: :.n.:.ill;

it-I   c .inu^r: •;•

. id *• telih;

a11a ;i'.'itr,an'i''•:•
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